BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut.

1. Peran serikat pekerja/serikat buruh nasional dalam meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang serikat pekerja, serikat pekerja secara khusus berupaya
memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. menghasilkan yang serasi
dan adil, atas nama pegawai/pekerja organisasi yang bekerja sama di
bidang ketenagakerjaan, para pengambil keputusan serikat pekerja/serikat
buruh dengan pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku Hubungan buruh-manajemen menurut.

2. Efektifitas pelaksanaan peran serikat pekerja/serikat buruh nasional di
Nusa Tungala Barat (NTB) dalam meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh adalah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak pekerja
serta meningkatkan kesejahteraan yang rasional. Keberadaan serikat
pekerja ini sangat bermanfaat bagi pekerja, karena serikat pekerja selalu
berusaha untuk melindungi pekerja.

B. Saran

1. Pemerintah akan lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dan memperhatikan pekerja/buruh dan keluarganya

dengan memperbarui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
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Serikat Pekerja, khususnya Pasal 25. Seharusnya. Menjadikan peran
serikat pekerja/buruh lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan
pekerja.

Perlu peningkatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan peningkatan
standar kualitas pekerja/pekerja melalui berbagai pelatihan dan cara lain

yang diatur secara hukum.
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